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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ s (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .‘. Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍommah U U و  

 

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥah danya Ai a dan i ي 

 fatḥah dan wau Au a dan u ...... و  

 

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

translit erasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

...... ا..َ .. ى ..   fatḥah dan alif atau ya a̅ a dan garis atas 

 Kasrah dan ya i ..ٍ...ىَ
I dan garis di 

bawah 

وَ....َ   ḍommah dan wau u̅ u dan garis di atas 

 

C. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah, dan ḍommah, translit erasinya adalah /t/. 
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2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

translit erasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

Ta Marbutah itu ditranslit erasikan dengan ha (h). 

D. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 

 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata .ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah. 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
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F. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf 

kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya 

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 
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I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  
B.  
C.  

Hatobangon merupakan kelompok tua yang dituakan selangkah dalam 

masyarakat, Hatobangon juga merupakan orang tua yang dituakan dalam adat 

dan sesepuh yang ada dalam adat, di masyarakat Mandailing hatobangon ini 

sangat dihormati dan di segani dimana perkataannya yang harus di dengar oleh 

masyarakat, Hatobangon dikenal juga sebagai orang yang berpengalaman atau 

mumpuni dalam masyarakat, yang lebih dekat dengan ulama dan kaum tua 

yang terpelajar. 

Dalam masyarakat Angkola Hatobangon adalah anggotanya natobang 

(tua) dalam artian bukan usia akan tetapi karakter atau sifat dewasa. 

Hatobangon ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila ada 

masalah-masalah maupun hal yang membebani masyarakat bisa bertukar 

fikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Hatobangon 

merupakan penasehat dalam suatu permufakatan atau musyawarah yang 

dilakukan secara demokratis Hatobangon ini akan memberikan nasehat-

nasehat dan saransarannya dan dapat sebagai peradilan desa yang diselesaikan 

secara adat. 

Adapun fungsi Hatobangon adalah pertama memberikan pedoman 

kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam 

kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut 

adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat. Kedua, 
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menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut 

tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota 

masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. Ketiga memberikan 

pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian 

sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah 

laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan 

sebaik-baiknya. Keempat, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang 

telah ditetapkan hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa 

dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat. 

Kelima merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk 

menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Hatobangon 

adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk 

menyelesaikan masalah-masalahnya. Keenam, sebagai tempat anggota 

masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut masalah 

hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat 

penting karena masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya 

sendiri kecuali meminta keterlibatan Hotabangon ikut serta dalam 

menyelesaikannya. 

Hatobangon memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. 

Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai 

dengan anjuran para hatobangon terutama di bidang perkawinan dan 

perceraian. Peran hatobangon sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan 

berbagai masalah yang terjadi, atau disebut juga sebagai tokoh sentral dalam 
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masyarakat terutama peran hatobangon dalam mencegah perceraian sangat 

urgent.1 Hatobangon merupakan figur yang dapat diteladani serta 

membimbing masyarakat untuk diikuti dan dijalankan. 

Hatobangon sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam 

masalah adat dan keagamaan, hatobangon juga diharapkan dapat merubah pola 

pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk 

yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan 

menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan 

kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan, yaitu peran edukasi yang 

mencangkup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. 

Hatobangon sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi 

struktur sosial. Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh adat adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan 

pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok 

tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-

keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang 

dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, 

kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi. 

 
1 Mohammad Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, ( Jakarta: Rajawali 

Pers, 1999), hlm. 17. 
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2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat 

yang dipimpinnya. 

3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang 

dipimpinnya.2 

Hatobangon (tokoh adat, tokoh agama) memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun 

politik harus sesuai dengan anjuran para hatobangon terutama di bidang 

perkawinan dan percerain. Peran hatobangon sangat dibutuhkan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, atau disebut juga sebagai tokoh 

sentral dalam masyarakat, terutama peran hatobangon dalam mencegah 

perceraian sangat urgent.3 

Berdasarkan dari uraian di atas, peran hatobangon disini adalah 

mencegah dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dikalangan 

masyarakat dan memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya atau yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan perceraian dalam 

rumah tangga. Maka dalam hal ini hatobangon sangatlah berperan dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut agar perkawinan dalam rumah tangga 

tetap terjaga. 

Hatobangon di desa Aek Nabara sangat berperan penting dalam 

mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di desa tersebut, diantaranya 

masalah pernikahan dan perceraian. Hatobangon di desa Aek Nabara baik dari 

 
2 Soerjo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001), hlm. 

31 
3 Nita Novi Yanti Harahap, dkk, “ Peran Hatobangon dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan  

  Kecamatan Halongonan”, dalam Jurnal El-Thawalih, Volume 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 86.  
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dalam maupun dari luar desa yang merupakan orang yang sangat penting dan 

banyak berperan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti memutuskan berbagai 

hal mengenai adat dalam perkawinan dan memberikan berbagai nasehat-

nasehat moral terhadap pengantin serta mensukseskan acara tersebut agar 

berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Akan tetapi dalam masalah 

perceraian, tokoh adat yang di undang dari luar desa tidak ikut serta dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut, karena hal itu mereka menganggap 

bukan tanggung jawab mereka lagi dan hanya berperan dalam acara 

perkawinan saja. Maka yang menjadi penanggung jawab mengenai perceraian 

itu adalah hatobangon yang berada di desa tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Jobbar menjelaskan 

bahwa “Penyelesaian masalah perceraian di desa Aek Nabara merupakan 

masalah yang sangat urgent, sehingga seluruh perangkat desa terlibat dalam 

penyelesaian masalah tersebut, seperti hatobangon mencegah pasangan suami 

istri yang hendak bercerai dengan cara mediasi dan memberikan nasehat-

nasehat moral agar perceraian itu tidak terjadi”.4 

Hasil survei sebagai data awal, mulai tahun 2020-2024 ditemukan kasus 

perceraian di Desa Aek Nabara sebanyak 9 pasangan suami istri yang bercerai, 

Dimana 4 pasangan berhasil di cegah oleh hatobangon secara musyawarah 

adapun di dalam musawarah ini melibatkan beberapa orang yaitu yang pertama 

dihadiri empat tokoh adat dan dua perangkat desa dan dipanggil pasangan yg 

 
4 Ali Jobbar, wawancara di desa Aek Nabara, tanggal 12 November 2024, pukul 11.15 

WIB.  
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berkonflik dalam rumah tangga ini diadakan dalam suatu rumah adat dan 

diselesaikan dengan musawarah dan pasangan suami istri yg berkonflik ini 

duduknya tidak bersamaan melainkan dipisah. Ada pasangan suami istri 

tersebut tidak jadi bercerai yang sudah dimediasi, ada juga  suami istri yang 

bermasalah tidak meminta untuk diselesaikan, maka hatobangon menganggap 

bukan menjadi tanggungjawab mereka, sehingga suami istri yang bermasalah 

lebih memilih pengadilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan 

permasalahannya dalam rumah tangga.5  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai masalah ini yang dituangkan dalam tulisan 

ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Peran Hatobangon dalam 

Memediasi Konflik Percerain di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang 

Natal”. 

B. Fokus Masalah 

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang peran 

Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian studi kasus di desa Aek 

Nabara Kecamatan. Batang Natal. 

C. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan istilah 

yang dimuat dalam proposal ini, maka peneliti  memberikan batasan istilah 

yang ada sebagai berikut: 

 
5 Ali Jobbar, wawancara di desa Aek Nabara, tanggal 12 November 2024, pukul 11.15 

WIB.  
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1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut 

telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung 

satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada 

kedudukan tanpa peranan. 

2. Hatobangon (tokoh adat, tokoh agama) merupakan kaum tua yang di tuakan 

dalam adat, sesepuh atau tobang-tobang yang ada dalam adat mandailing, dan 

angka raja dalam batak toba. Serta merupakan figure yang dapatditeladani 

dan dapat membimbing masyarakat. 

3. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai 

antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan 

talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUHPerdata 

Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan 

hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan 

alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian 

perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan 

begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksananya. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti  

merumuskan berbagai masalah yang peneliti temukan mengenai peran 

hatobangon dalam menyelesaikan perceraian, yang menjadi objek kajian 

penelitian yang dilakukan peneliti , maka peneliti  merumuskannya dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peran hatobangon dalam memediasi konflik perceraian di desa 

Aek Nabara Kec. Batang Natal?  

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran hatobangon dalam 

memediasi konflik perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal?   

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas di atas maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahn yang sudah 

dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti  dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran hatobangon dalam perceraian studi 

kasus di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran 

hatobangon dalam perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal. 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi 

yang berguna bagi peneliti  khususnya dalam menyumbangkan karya 

ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis sehingga lebih 

mampu mengaktualisasikan masalah tentang peran hatobangon 

dalammencegah perceraian dalam persfektif hukum keluarga. 
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2. Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharahapkan dapat membawa manfaat bagi 

praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya. Sekaligus sebagai 

informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam 

karya keilmuan yang lebih baik. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti 

membagi menjadi enam bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling 

berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat  

  dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan  

   judul, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  

   kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori  

  yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perceraian, defenisi   

   perceraian, dasar hukum perceraian, serta rukun dan syarat sah 

   perceraian. 

BAB III : Merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu  

  dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber 

 data, teknik    pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan  

 data, dan teknik analisis data. 

 



10 

 

 

 

BAB IV : Merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan 

  pembahasan, yang meliputi analisis terhadap peran Hatobangon 

  dalam mencegah perceraian di desa Aek Nabara kecamatan Batang  

  Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan bab yang berisi  

  tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis  

  terhadap peran Hatobangon dalam mencegah perceraian di desa  

  Aek Nabara serta faktor-faktor penyebab mengapa hatobangon  

  tidak bisa mencegah beberapa perceraian. 

BAB V : Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini  

  memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang 

  telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya 

  yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Peran 

Peran ialah pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas semua 

petugas dan pekerjaan atau jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek 

dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hal dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia 

menjalankan suatu peran. Kedua hal ini tidaklah dapat dipisahkan karena yang 

satu akan berkaitan dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup dalam setiap 

kegiatan sehari-hari. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan secara timbal balik terhadap masyarakat tersebut.1 

Peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh 

masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi 

tertentu di dalam masyarakat.2 Ralph Linton mengartikan peran sebagai 

ekspresi dinamis dari status. Seorang individu menduduki status tetapi 

melaksanakan peran. Norma-norma budaya kita mengajarkan bahwa orang 

 
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 

(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) 
2 Bernard Raho, Sosiologi (Maumere: Ledalero, 2016), h. 94-95 
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yang menduduki status tertentu harus bertindak sesuai harapan masyarakat dari 

status itu.3 

Peran merupakan aktivitas sosial yang dapat dimainkan seseorang 

melebihi statusnya sendiri. Peran yang dimainkan pun bisa bermacam-macam 

lintas status, jenis kelamin, kelompok usia, strata sosial, dan lain sebagainya. 

Peranan merupakan aspek dinamis dari status. Menurut Soekanto, 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.4 Peranan lebih 

banyak menunjuk pada penyesuain diri, fungsi, dan sebagai suatu proses, Jadi 

peranan tepatnya dapat dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu tempat 

atau posisi dalam lingkungan masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

Sedangkan menurut Jack C. Plano, peranan yaitu seperangkat pelaku yang 

diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu falam suatu 

kelompok sosial. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan.5 Posisi seseorang dalam masyarakat 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi 

masyarakat. Posisi seseorang merupakan status sosial secara umum 

dimasyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang 

menyangkut lingkungan pergaulan, hak-hak, prestasi, serta kewajibannya. 

Secara abstrak, kedudukan/status berarti tempat seseorang dalam satu pola 

 
3 Bernard Raho, Sosiologi (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 94-95 
4 Syamsuddin AB, Pola Pembinaan Agama Komunitas Perempuan Nelayan Di Kabupaten 

Sinjai , Pusat Studi Gender dan Anak UM Alauddin Makassar 3, Vol. 3 (2019):h. 4-5. 
5Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Gowa: Cara-baca, 2018), h. 10 
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tertentu. Bahkan seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan/status karena 

memiliki beberapa pola kehidupan. Status yang dimiliki seseorang memiliki 

hubungan pula dengan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada 

peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran.  

Peranan dapat didefinisakan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan 

oleh masyarakat dari orang yang mempunyai kedudukan status tertentu. Peran 

lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan merupakan bagian dari 

sebuah proses. Antara peranan dan status sama-sama memiliki fungsi yang 

saling terkait bagaikan dua sisi mata uang, artinya tidak ada kedudukan tanpa 

peranan. Begitu pun sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan. 6Dengan 

demikian, jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran sosial. Sebab, peran 

merupakan faktor penentu apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang 

sekaligus pemberi kesempatan bagi pemerannya. 

Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak atau 

berperasaan. Sebagaimana halnya dengan aspek lain dalam struktur sosial, 

status menempatkan batas pada apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan. 

Karena status sosial merupakan bagian yang hakiki dalam struktur sosial, maka 

status sosial ditemukan dalam semua kelompok manusia.7 

Teori peran (Role Theory) merupakan teori perpaduan berbagai teori, 

orientasi, termasuk disiplin ilmu. Kata peran diambil dari dunia teater. dalam 

 
6 Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi ( Bandung: Prenadamedia Group, 

2010), h. 435. 
7 James M. Henslin, Sosiologi Edisi 6 jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 94. 
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teater, seseorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam 

posisinya sebagai tokoh diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain 

itu, peranan juga memiliki beberapa bagian, yaitu :  

a. Peranan nyata (Anacted Role) merupakan suatu cara yang betul-betul 

dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.  

b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) merupakan cara yang 

diharapkan oleh masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

c. Konflik peranan (Role Conflik) merupakan suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status (kedudukan) atau lebih yang 

menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antara satu 

sama lain.  

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) merupakan pelaksanaan peranan 

secara emosional.  

e. Kegagalan peran (Role Failure) merupakan kegagalan seseorang dalam 

menjalankan suatu peranan tertentu.  

f. Model peranan (Role Model) merupakan seseorang yang tingkah lakunya 

ditiru, dicontoh, dan di ikuti.  

g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) merupakan hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada saat ia menjalankan peranannya. 

h. Ketegangan peranan (Role Strain) merupakan kondisi yang timbul apabila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan dan tujuan.8 

 
8 Ratna Dewi, Peran Ibu Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Biringkaloro 

Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Skripsi (Fak. Dakwah dan Komunikasi 

2018), hlm. 31-34 
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B. Hatobangon 

Hatobangon merupakan unsur stuktur masyarakat batak, hatobangon 

atau sesepuhnya masyarakat secara definitif adalah kelompok orang dari 

kalangan sesepuh di masyarakat yang sadar akan pentingya suatu adat atau 

tradisi agar tidak hilang, bahkan orang-orang yang termasuk hatobangon ini 

kelompok yang telah ditentukan atau yang ditunjuk oleh masyarakat, anggota 

hatobangon hanya di angkat secara resmi jika hatobangon yang sebelumnya 

mengundurkan diri atau meninggal dunia. Hatobangon satu-satunya yang 

mengatur pranata kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan 

pernikahan. Hatobangon ini adalah sebagai orang yang dituakan dalam suatu 

adat, merupakan cendekia yang mempunyai keterampilan, kemampuan dan 

kecerdasan dalam segala hal yang berkaitan dengan adat batak, hatobangon 

berperan sebagai penasehat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

adat desa, mengendalikan kelangsungan acara adat agar tetap berfungsi sesuai 

fitrahnya. hukum adat, yang terpenting, mereka juga menjaga nama baik 

masyarakat adat untuk mencegah perilaku menyimpang dan pelanggaran 

standar kemanusiaan di masyarakat. 

Menurut sejarah, para hatobangon ini adalah orang-orang bijak dan 

panutan masyarakat yang mewakili setiap marga di suatu desa. Fungsinya 

sebagai penasehat kehidupan adat dan dewan yang mengajukan usul kepada 

raja dalam memeutuskan suatu hal. Sebagai unsur penting dalam adat, 

hatobangon berfungsi untuk mengawasi upacara adat agar tetap berjalan sesuai 

dalam adat, meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan adat dengan 
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memberikan arahan agar tidak mempermalukan para tamu undangan seperti 

raja ataupun raja undangan dari desa yang ramah. 

1. Pengertian Hatobangon  

Hatobangon merupakan kelompok tua yang dituakan selangkah 

dalam masyarakat. Hatobangon juga merupakan orang tua yang dituakan 

dalam adat dan sesepuh yang ada dalam adat. Di masyarakat Mandailing, 

hatobangon ini sangat di hormati dan di segani dimana perkataannya yang 

harus di dengar oleh masyarakat. Hatobangon dikenal juga sebagai orang 

yang berpengalaman atau mumpuni dalam masyarakat, yang lebih dekat 

dengan ulama dan kaum tua yang terpelajar. 

Dalam masyarakat Angkola, hatobangon adalah anggotanya natobang 

(tua) dalam artian bukan usia akan tetapi karakter atau sifat dewasa.9 

Hatobangon ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila ada 

masalah-masalah maupun hal yang membebani masyarakt bisa bertukar 

fikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang di alami. Hatobangon 

merupakan penasehat dalam suatu permufakatan atau musyawarah yang 

dilakukan secara demokratis Hatobangon ini akan memberikan nasehat-

nasehat dan saran-sarannya dan dapat sebagai peradilan desa yang 

diselesaikan secara adat. 

Hatobangon satu-satunya pranata yang mengatur kehidupan sosial 

masyarakat pada waktu itu, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, 

 
9 Isnaidar, Vita Sari, Endang  Rochmiatun, dan Santosa. “Hatobagon: Perannya dalam 

Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola.” Jurnal Tanjak: Sejarah dan Peradaban 

Islam 4, no. 2: 19-34. 
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hatobangon ini juga merujuk pada pihak laki-laki yang bertanggung jawab 

dalam penyelesian adat perkawinan, hatobangon merupakan cerdik 

cendekia adat yang mempunyai kemampuan, kemahiran serta kecerdasan 

dalam segala hal mengenai adat istiadat batak, hatobangon bertindak 

sebagai penasehat yang bersangkutan dengan hal ikhwal kehidupan 

tradisional di desa. Mengawasi keberlangsungan acara adat supaya tetap 

berjalan sesuai dengan kodrat hukum adat, yang terpenting mereka juga 

menjaga nama baik masyarakat adat supaya terhindar dari perilaku yang 

menyimpang dan melanggar norma kemanusian dalam bermasyarakat. 

2. Pengangkatan Hatobangon 

 Dalam sistem keanggotaan Hatobangon akan ada pengangkatan 

Hatobangon yang akan dilakukan oleh masyarakat dengan cara demokratis 

dipilih oleh masyarakatnya sendiri, dimana masyarakat akan menyarankan 

seseorang untuk menjadi keanggotaan hatobangon. Orang yang berhak 

untuk menentukan seseorang itu pantas menjadi hatobangon adalah raja 

adat, kepala desa dan keanggotaan hatobangon10. yang ada sebelumnya, 

dalam pengangkatan hatobangon akan dilaksanakan siding adat dimana raja 

adat, kepala desa dan anggota sebelumnya harus hadir dalam musyawarah 

tersebut untuk membahas dan memutuskan siapa yang pantas untuk menjadi 

anggota dan hasil keputusan akan di sampaikan kepada masyarakat. Selain 

 
10 Vita Sari Isnaidar,Endang Rochmiatun, dan Santosa, "Hatobangon: Perannya dalam 

Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola," Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam 

4, no. 2 (Agustus 
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itu Hatobangon secara resmi di angkat jika hatobangon sebelumnya 

meninggal atau mengundurkan diri. 

3. Fungsi Hatobangon  

Dalam masyarakat, adapun fungsi hatobangon ini di dalam 

masyarakat mandailing adalah pertama memberikan pedoman kepada 

anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam 

kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut 

adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat. Kedua, 

menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan 

tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan 

anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. Ketiga 

memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan 

sistem pengendalian sosial11. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat 

pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan 

dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Keempat, memperhatikan 

setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan hukum adat, sehingga 

keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian 

hukum yang mengikat semua masyarakat. Kelima merupakan tempat 

bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan 

menjamin ketentraman, maka Hatobangon adalah satu-satunya tempat 

anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. 

 
11 Muhammad Siregar dan Rahmad Lubis  "Eksistensi dan Fungsi Hatobangon dalam 

Pengendalian Sosial Masyarakat Mandailing," Jurnal Hukum Adat dan Budaya 5, no. 1 (Juni 2024): 

45 
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Keenam, sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala 

masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun urusan yang 

berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena 

masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali 

meminta keterlibatan hatabangon ikut serta dalam menyelesaikannya. 

4. Hatobangon Atau Sebagai Proses Musawarah Dalam Memediasi 

Konflik Rumah Tangga 

Strategi hatobangon dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, jika 

terjadi sengketa rumah tangga dalam adat Mandailing, yang pertama di 

undang ialah Hatobangon. Apabila pihak keluarga tidak sanggup untuk 

melakukan perdamaian maka orang yang dituakan diundang atau yang 

disebut dengan Hatobangon, dan mereka mendamaikannya dengan cara 

mendatangkan kedua belah pihak dan menanyakan bagaiamana bisa terjadi 

permasalahan ini12. Maka dari itu fungsi hatobangon dalam menyelesaikan 

persengketaan dalam rumah tangga tersebut adalah sebagai penengah atau 

juru damai dan sebagai hakam untuk menyelesaikan konflik rumah tangga 

tersebut, yang mana fungsi Hatobangon terjadi apabila keluarga 

memberitahukan masalah konflik rumah tangga tersebut kepada mereka 

supaya diselesaikan secara adat yang mana pihak keluarga tidak sanggup 

lagi untuk menyelesaikannya dalam masalah tersebut. Maka dari itu strategi 

 
12 Rahmat Hidayat dan Ali Sofyan, "Mediasi Adat Hatobangon dalam Penyelesaian 

Sengketa Rumah Tangga di Tapanuli Selatan," Jurnal Hukum Keluarga 8, no. 2 (Desember 2023): 

98. 



20 

 

 

 

Hatobangon dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dalam 

penyelesaiannya ada beberapa hal yaitu:  

1) Menghimpun informasi, memanggil para pihak atau suami istri satu 

persatu, untuk didengar keterangan dan argumen mereka masing-masing. 

Dalam hal ini Hatobangon berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi tentang sebab-sebab persengketaan tersebut bisa terjadi dari 

masing-masing pihak, yang meliputi hal-hal yang telah menimbulkan 

konflik, caranya mereka berselisih, tingkatan dari kegawatan konflik, 

pendirian dari setiap pihak, apakah mereka masih mempunyai hasrat 

untuk melanjutkan perkawinan mereka, ataukah diantara mereka telah 

tumbuh rasa benci yang begitu mendalam, atau di antara mereka itu tidak 

terdapat kecocokan lagi atau jauh berbeda serta mengetahui upaya apa 

yang telah dilakukan oleh suami istri dalam menyelesaikan perselisihan 

rumah tangga mereka.  

2) Mengkonfirmasi kembali apa yang menjadi pokok permasalahan, 

memanggil kedua belah pihak secara bersamaan, dan menyelenggarakan 

pertemuan dan wawancara langsung dengan mereka berdua. Kepada 

mereka dijelaskan bahwa persoalan mereka adalah hal yang biasa terjadi 

dalam rumah tangga dan meyakinkan mereka bahwa persoalan rumah 

tangga mereka dapat diselesaikan. Kemudian kepada mereka dikatakan 

begitu pentingnya rumah tangga yang rukun dan tidak hanya sekedar 

memiliki pendamping hidup tetapi juga penting bagaimana membangun 

sebuah keluaga yang baik, juga ditanyai apakah di antara mereka masih 
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terdapat perasaan saling mencintai, minimal ada keinginan untuk 

membina rumah tangga mereka kembali. 

3) Pemberian nasihat, pada kesempatan ini, kepada mereka juga perlu 

disampaikan apa kerugian dan mudharat yang akan timbul jika sempat 

pernikahan mereka putus dan disinggung lagi dengan mereka dengan 

buah hati mereka yaitu anak mereka selesai memberikan penjelasan dan 

ulasan serta mengetuk pintu hati mereka, yang semuanya dilakukan 

secara serius dan menunjukkan perhatian, simpati dan minat yang besar 

terhadap suami istri yang sedang bermasalah itu, maka kepada mereka 

diterangkan jalan apa yang harus mereka tempuh dengan dibantu oleh 

Hatobangon. Jika mereka masih memerlukan waktu untuk berfikir dan 

barangkali juga ingin berunding antara mereka berdua, maka kepada 

mereka diberikan waktu untuk berfikir dengan menunda pertemuan itu. 

4) Melakukan perdamaian dengan melibatkan orang tua dan anak. Strategi 

selanjutnya, hatobangon melakukan perdamaian antara kedua belah 

pihak, pada saat itu di hadirilah oleh kedua orang tua dan anak-anak dari 

pasangan tersebut. Kemudian hatobangon menyampaikan kepada semua 

keluarga yang hadir bahwa kasus ini sudah selesai dan semua yang 

berhubungan dengan masalah yang terjadi sudah tidak ada lagi dan sudah 

berakhir di sini dan melakukan berdo’a bersama, apabila berhasil 

mendamaikannya dan apabila tidak ada perdamaian atau titik terang yang 

ditempuh para pihak (suami istri) dan Hatobangon. Hatobangon 

menyampaikan kepada semua pihak keluarga bahwasanya mereka tidak 
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bisa di damaikan lagi dan kemungkinan arahnya akan pergi kearah 

perceraian Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan 

beberapa Hatobangon, semuanya mengatakan bahwa peran Hatobangon 

dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Aek Nabara adalah 

sebagai penengah, juru damai, pemberian nasihat dan mencari jalan 

keluar bagi pasangan yang bersengketa tersebut. Pada umumnya setelah 

diberikan penasihatan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu 

dan melalui cara yang baik, pasangan suami istri yang rumah tangganya 

sudah di ambang kehancuran tadi dapat didamaikan dan diselamatkan, 

Yang mana diantara mereka dapat terwujud perdamaian serta mereka 

mau kembali untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya yang 

lebih baik.13 

Hal ini selaras dengan hadis  

 مَنْ دلََّ عَلىَ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجَْرِ فاَعِلِهِ 

“Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala 

seperti pahala orang yang melakukannya.” (HR. Muslim, no. 1893).  

Hatobangon yang mengarahkan pasangan pada perdamaian atau 

perceraian yang baik (ṭalāq bi iḥsān) mendapatkan legitimasi pahala 

berdasarkan hadis ini. 

Hadis lain juga menyebutkan:  

دقََةِ؟ قَالوُا: بَلَى. قَالَ: إِصْلََحُ ذاَتِ الْ  يَامِ وَالصَّ لََةِ وَالص ِ بيَْنِ ألَََ أخُْبِرُكُمْ بِأفَْضَلَ مِنْ درََجَةِ الصَّ  

 
13  Zulfi Nasution, Prosedur Mediasi Hatobangon dalam Sengketa Keluarga Menurut 

Hukum Adat Mandailing (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), 77. 
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“Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama 

derajatnya daripada shalat, puasa, dan sedekah?” Mereka menjawab: 

“Tentu.” Nabi bersabda: “Yaitu mendamaikan hubungan yang rusak.”( 

HR. Abu Dawud, no. 4919; at-Tirmidzi, no. 2509 (hasan shahih). 

5. Tugas-Tugas Pokok Hatobangon 

Tugas Hatobangon dalam masyarakat adat Mandailing menurut 

Abbas Pulungan dalam bukunya yang berjudul Dalihan Natolu, hatobangon 

bertugas untuk memenuhi keperluan setiap kelompok marga di huta (desa) 

tersebut. Hatobangon bertugas sebagai pembantu utama atau tangan kanan 

dari raja yang ada di huta atau desa dalam bidang adat terutama dalam hal 

permusyawaratan adat14. Tugas utama para Hatobangon ialah mampu 

menyelesaiakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat 

adat mandailing seperti, permasalahan agama dan perkawinan. Pertama 

yaitu masalahgama meliputi:  

1) Kematian (seperti mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan 

mentahlilkan). 

2) Syukuran. 

3) Qurban  

4) Pembagian harta warisan, dll.  

 

 

 
14 Abbas Pulungan, Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi antara Nilai Adat dengan 

Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Selatan (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2020), 31. 
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Kedua yaitu dalam masalah perkawinan yang meliputi: 

1) Mampu menyelesaikan upacara pernikahan sesuai dengan Adat 

Mandailing. 

2) Mampu menyelesaikan masalah persengketaan dalam rumah tangga. 

3) Menyelesaikan masalah kewarisan. 

4) Memberikan keputusan untuk bercerai terhadap suami istri yang berselisih 

apabila tidak bisa atau tidak dapat di damaikan, dll. 

C. Konsep Tentang Perceraian 

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal 

bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya 

“menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut 

KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu 

berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara 

pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang 

Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksananya. 

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang 

perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali 

di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, 

pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas 

lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa 

sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, 

antara lain: 
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1) Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan 

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.15 

2) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian 

berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan 

tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada 

kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. 

Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.16 

3) Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu 

perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari 

salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.17 

 Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa 

perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari 

kata (اطالق / Itlak) yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan 

dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau 

rusaknya hubungan perkawinan.18 Perceraian mendapatkan awalan “per” 

dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda 

abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan 

perceraian.19 

 
15  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23. 
16 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, 

(Bandung:  

Alumni, 1986), hlm. 109. 
17 P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Djambatan,  

2007), hlm. 53. 
18 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 81-83. 
19 Goys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115 
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Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang 

definisi talak diantara sebagai berikut:20 

1) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak 

berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan 

ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan 

niat talak.21 

2) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak 

diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan Sedangkan 

dalam istilah syara‟, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau 

mengakhiri hubungan perkawinan.22 

3) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai 

berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan 

menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan 

menggunakan kata-kata.23  

Al-Qur‟an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak 

kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma’ruf dan 

jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi 

pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar 

 
20 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), hlm. 156. 
21 Dahlan Ihdami, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-

Ikhlas, t.t, 2003), hlm. 64 
22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq:  

Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), 

(Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9. 
23 Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad 

Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 

122 
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dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung 

membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha 

perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga 

pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak istri untuk mengadakan 

perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru 

dapat dilakukan. 

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam 

Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan 

sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian 

adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan 

menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Dua orang yang mempunyai sifat 

dan kepribadian yang berbeda dan disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, 

tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di 

antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun 

suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan 

keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian. 

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya 

perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian 
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maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.24 

D. Mediasi dalam Konflik Perceraian 

Mediasi secara bahasa Latin “mediare” memiliki makna menengahi, 

peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan 

menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan 

tidak memihak pada salah satu pihak.25 Adapun kata mediasi dalam bahasa 

Inggris “mediation”, yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi.  

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi 

penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan.26 Mediasi memiliki 

tiga unsur, adapaun unsur pertama adalah suatu proses penyelesaian 

perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. Kedua, dalam 

penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. 

Ketiga, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai 

penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan 

keputusan.27  

Berikut terdapat batasan maupun pengertian mengenai mediasi yang 

dikemukakan oleh para ahli: Pengertian mediasi yang cukup luas pendapat 

Gary Goodpaster yaitu: “Proses negosiasi suatu penyudahan suatu 

 
24 Sudarsono, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 

307. 
25 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. 

2. 
26 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Mediasi,” KBBI Daring, diakses 17 

November 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi. 
27 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, HukumAdat, dan Hukum Nasional. 3. 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi.
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permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama 

dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan 

perjanjian yang memuaskan. Beda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak 

mempunyai kuasa memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, mengenai 

hal ini para pihak mempercayakan pada mediator guna menunjang mereka 

dalam menyelesaiakan permasalahan diantara mereka. Dengan asumsi bahwa 

pihak penengah dapat mengubah kekuatan dan gerak hubungan konflik dengan 

memberikan rasa percaya atau tinglah laku pada pribadi pihak berperkara 

melalui memberi informasi, pengetahuan, atau negosiasi merupakan hal yang 

lebih efektif. Sehingga, dapat membantu para pihak berperkara dalam 

menuntaskan konflik yang di persengketakan. 

Maksud pengertian mediasi diatas, penyelesaian perselisihan secara 

berdamai dibantu oleh kubu penengah yang dinamakan mediator, yang dalam 

melaksanakan tugasnya wajib bersikap adil, sikap imbang dengan pihak yang 

bertikai, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan sebab 

perannya hanya sebagai fasilitator.28 Berikut ini beberapa definisi menurut 

tokoh: 

1) Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah: Pemberian berupa 

jasa pendapat mengenai penyelesain sengketa para pihak yang berperkara 

dengan dukungan seorang ahli ataupun beberapa ahli sebagai mediatornya. 

 
28 Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan  

Hukum Positif di Indonesia,76-77. 
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2) Pengertian mediasi perspektif PERMA No 1 .  2016, Pasal 1 ayat (1) adalah: 

Mediasi merupakan langkah menyelesaikan sengketa dengan cara berunding 

agar mendapatkan mufakat dari para berperkara dengan arahan mediator.  

3) Pengertian mediasi menurut Black Law Dictionary adalah : Mediasi sifatnya 

privat, suatu proses penyelesaian sengketa dengan adanya pihak penengah, 

yaitu mediator bersifat tidak berpihak serta membantu pihak yang berselisih 

agat muncul kesepakatan. Pengertian mediasi menurut Kovach adalah: 

Fasilitas negosiasi merupakan proses yang dimana pihak penengah sifatnya 

tak berpihak dan memihak, hanya melancarkan atau memandu pihak bertikai 

mencari jalan keluar untuk kepuasan bersama. 

4) Pengertian mediasi menurut Christopher W Moore adalah: Mediasi 

merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak 

diperbolehkan memihak dan bersikap sewenangnya ketika memutuskan suatu 

keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat 

yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Makna mediasi 

dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak 

penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan 

untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang telah diuraikan pada 

latar belakang masalah diatas, maka peneliti  telah menelusuri dengan beberapa 

tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. 
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1. Rahmad Efendi, Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sumatera Utara tahun 

2020 dalam skripsinya yang berjudul “Kewenangan Malim Kampung dan 

Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat 

Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal”. Dalam 

skiripsi Rahmad Efendi ini menjelaskan bahwa bagaimana kewenangan 

malim kampung dan Hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah 

tangga pada masyarakat. Dalam pemahaman dan budaya masyarakat desa 

tanjung mompang hakam sebagai mediator bagi suami istri yang sedang 

berselisih memiliki kewenangan untuk memutuskan cerai suami istri yang 

berselisih jika tidak bisa di damaikan lagi. Pemahaman masyarakat tanjung 

mompang tentang kewenangan hakam dalam memutuskan cerai bagi suami 

istri yang sedang berselisih dan tidak bisa didamaikan lagi dilatar belakangi 

oleh ketaatan masyarakat tanjung mompang terhadap adat istiadat para 

pendahulu ada.  Perbedaan penelitian yg di tulis oleh rahmad efendi adalah 

penelitian ini membahas tentang kewewenangan malim kampung dan 

hatobangon dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat 

tanjung mompang kecamatan panyabungan utara mandailing natal, 

sedangkan penelitian saya membahas tentang peran hatobangon dalam 

memediasi konflik percerain di desa aek nabara kecamatan batang natal.29 

2. Lalu Kesa Rahmatullah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Mataram tahun 2021, dalam skiripsinya yang berjudul “Peran tokoh 

 
29 Rahmad Efendi, Kewenangan Malim Kampung dan Hatobangon dalam Menyelesaikan 

Konflik Rumah Tangga pada Masyarakat Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, 

Mandailing Natal (Medan:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020),1. 
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agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq 

pasangan suami istri (studi kasus didesa mantang kecamatan batukliang 

kabupaten Lombok tengah)”. Dalam skripsi Lalu Kesah Rahmatullah ini 

menjelaskan bahwa bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat serta 

efektivitas peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian 

permasalahan keluarga khususnya terkait dengan permasalahan nusyuz dan 

syiqaq pasangan suami istri di Desa Mantang Kecamatan Batukliang 

Kabupaten Lombok Tengah. Peran yang dimaksudkan adalah sejauh mana 

keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat sesuai dengan posisi sosial dalam 

menyelesaikan permasalahan nusyuz dan syiqaq.30 Perbedaan penelitian yg 

ditulis oleh lalu kesah rahmatulloh adalah penelitian ini membahas tentang 

peran tokod agama dan tokoh adat dalam penyelesaian  permasalahan nusyuz 

dan syiqaq pasangan suami istri  studi kasus di desa mantang batuk liang 

kabupaten lombok tengah , sedangkan penelitian saya membahas tentang 

peran hatobangon dalam memediasi konflik perceraian di desa aek nabara 

kecamatan batang natal kabu paten mandailing natal. 

3. Achmad Lukmanul Hakim, Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, dalam skiripsinya yang berjudul: 

“Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris 

di Daerah Terisolasi (Studi kasus masyarakat samin dusun jepang, desa 

margomulyo, kecamatan margomulyo, kabupaten bojonegoro)”Dalam 

 
30 Lalu Kesa Rahmatullah, Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan 

Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri: Studi Kasus Di Desa Mantang 

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 

2021). 
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skiripsi Achmad Lukmanul Hakim ini menjelaskan bahwa peran dan langkah-

langkah Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris 

yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, 

Kabupaten Bojonegoro. Masalah perceraian dan waris yang diselesaikan oleh 

mediator adat sebagai fungsi penting dalam masyarakat adat. Dapat 

dipastikan bahwa peran mediator adat dalam menyelesaikan perkara 

perceraian dan waris didaerah Masyarakat Samin Bojonegoro ini tidak bisa 

diragukan lagi mengingat banyaknya kasus yang sudah terselesaikan oleh 

mediator adat sendiri tanpa melalui Pengadilan Agama pada umumnya yang 

terjadi di masyarakat Indonesia.31 Perbedaan penelitian yg ditulis oleh 

achmad lukmanul hakim adalah membahas tentang peran mediator adat 

dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di daerah terisolasi studi 

kasus masyarakat samin dusun jepang desa margomulyono kecamatan margo 

mulyono, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan penelitian penulis mengkaji 

tentang peran hatobangon dalam memediasi konflik percerain di desa aek 

nabara kecamatan batang natal kabupaten mandailing natal. 

 

 

 

 
31 Achmad Luqmanul Hakim, Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah 

Perceraian Dan Waris Di Daerah Terisolasi: Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa 

Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro (Malang:Universitas Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2016). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di desa Aek Nabara kecamatan Batang Natal 

Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai 

objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana peran 

Hatobangon dalam mencegah perceraian di desa Aek Nabara Kecamatan 

Batang Natal kemudian peneliti juga ingin mengetahui bagaimana langkah dan 

usaha hatobangon dalam mencegah perceraian, sehingga angka perceraian di 

desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak 

banyak. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan awal bulan November 2024 sampai Juni 2025. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut 

penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif.1  

 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.  
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami 

fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) 

dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.2 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-

strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. 

Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci.3 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil 

wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun 

peneliti dilokasi penelitian, tidak dituang dalam bentuk dan angka-angka. 

Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari 

hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak 

ditransformasikan dalam bentuk angka).4 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu 

metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara 

peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga 

 
2 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 7.  
3 Rijal Arifin, Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 288.  
4 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik cet-2, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), hlm. 87.  
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dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.5 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat dan 

pasangan yang berkonflik, yang terdiri atas :Kepala Desa, Hatobangon Desa 

Aek Nabara, Tokoh Agama dan Pasangan yang berkonflik dalam rumah 

tangga. 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak 

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.6 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami  

istri  yang mengalami konflik baik yang sudah bercerai maupun yang tidak 

bercerai, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa serta beberapa masyarakat 

di desa Aek Nabara kecamatan Batang Natal. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau 

 
5 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf. 2006), hlm. 116.  
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 129  
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data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti 

dari sumber yang lain sebagai tambahan. Yang menjadi data sekunder 

peneliti adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber 

lain yang mendukung. 7 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian 

ini adalah: 

1. Wawancara / Interview 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan 

penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:  

a. Pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangganya 

khususnya masalah dalam perceraian, 

b. Tokoh agama, 

c. Tokoh adat  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi asalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa yang lalu. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca 

dan melihat berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian 

untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secar teoritis yang erat 

hubungannnya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui undang-undang, 

Kompilasi Hukum Islam, buku, dan lain-lain.  

 
7 1 Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 

hlm.78. 
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F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data  

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan teknik triangulasi 

yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai 

berikut:  

1. Membandingkan data dengan hasil wawancara.  

2. Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda.  

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.  

4. Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

menggambarkan data dan infomasi yang berlandaskan fakta-fakta yang 

diperoleh dari lapangan mengenai peran tokoh agama dalam menyelesaikan 

pertikaian perkawinan dalam masyarakat Aek Nabara. Tujuan analisis data 

adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, 

mengkategorikan, menemukan teori dari data yang ada. 

1. Klasifikasi data, yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan. 

Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai peran tokoh agama dalam 

mediasi pertikaian Perkawinan dalam masyakat Aek Nabara.  
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2. Editing data, yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik 

dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. 

Dalam penelitian ini melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak dan tokoh yang dilakukan 

di desa Aek Nabara, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam 

pengolahan data. 

3. Reduksi data, yaitu memeriksa data informasi yang telah didapat dari 

lapangan, agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang 

diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyerahkan hasil 

wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. 

Hal ini dilakukan peneliti untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh 

dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data di desa Aek Nabara. 

4. Deskripsi data, yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal 

dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan 

langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut 

dibaca atau ditelah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai 

kebutuhan. 

5. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan 

yang singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan utnuk 

menjadikan informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh 

pembaca. Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti 

melakukan analisia data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

Desa Aek Nabara adalah sebuah desa historis di Kecamatan Batang 

Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang namanya memiliki arti "Sungai 

Merah" (dari bahasa Mandailing: Aek = Sungai, Nabara = Bara/Merah). Nama 

ini diyakini berasal dari kenampakan air sungai di dekat desa yang sering 

berwarna kemerahan, akibat endapan mineral dari aktivitas penambangan emas 

yang telah berlangsung di kawasan itu selama berabad-abad. 

Pada awalnya, Aek Nabara merupakan sebuah huta (perkampungan 

tradisional Mandailing) yang didirikan di tepi sungai sebagai pusat kehidupan 

agraris. Namun, sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari status wilayah Batang 

Natal sebagai lumbung emas yang terkenal sejak zaman dahulu. Keberadaan 

emas di sepanjang aliran sungai menjadi denyut nadi ekonomi utama, menarik 

para pendulang dan pedagang, serta menjadikan desa ini bagian dari jaringan 

ekonomi yang dinamis di masa lalu. 

Di era modern, sementara sebagian kecil aktivitas penambangan rakyat 

masih ada, ekonomi Desa Aek Nabara telah bertransformasi. Kini, sektor 

perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit, menjadi penopang utama 

kehidupan masyarakat. Meskipun zaman telah berubah, Desa Aek Nabara tetap 

memegang teguh identitasnya yang berlandaskan pada adat istiadat Mandailing 

yang kental dan ajaran agama Islam. 
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Gambar IV. 1  

Struktur Pengurus Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal  

Periode 2020-20251 

 

     

                      

1. Luas Dan Batas Wilayah 

Desa Aek Nabara adalah suatu pemukiman masyarakat yang bertempat 

tinggal di kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal desa Aek 

Nabara ini berasal dari bahasa batak mandailing yaitu dari kata Aek Nabar yang 

artinya air yang pahit atau sungai yang pahit. 

Desa Aek Nabara ini memiliki keluasan sekitar 6.620,70  [km]  yang 

berbatas sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Batang Natal  dan sebelah 

timur berbatasan dengan kecamatan kotanopan dan ulu pungkut dan sebelah  

selatan berbatasan dengan kecamatan natal dan sebelah utara berbatasan 

dengan kecamatan panyabungan yang merupakan ibu kota kabupaten . 

 

 
1 Arsip Desa Aek Nabara 15 Januari 2025.  
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2. Kependudukan 

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2025 di desa Aek Nabara 

kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal  jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel dbawah ini : 

Tabel IV. 1  

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Tahun 2025 

1. Laki-Laki 306 

2. Perempuan 318 

 Total 624 

Sumber data di dapat di kantor Kepala Desa Aek Nabara Kecamatang 

Natal, Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin di Desa Ak Nabara, untuk jenis kelamin laki-laki 

berjumlah 306 orang atau 49,03% sedangkan untuk jenis kelamin perempuan 

berjumlah 318 orang atau 50,96 %. Berdasarkan data penduduk tahun 2025 

di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal. 

Penduduk berdasarkan agama yang di anut dapat di lihat di tabel sebagai 

berikut: 

Tabel IV. 2 

Jumlah Penduduk Dilihat dari Agama 

No Agama Jumlah 

1 Islam 624 

2 Hindhu - 

3 Budha - 

4 Kristen - 

5 Katolik - 

 Jumlah 624 
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Sumber data didapat di Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal dari 

tabel di atas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di 

Desa Aek Nabara adalah agama islam. Dimana semua penduduk menganut 

agama Islam berjumlah 624 di angka 100%, karena di Desa Aek nabara 

mayoritas agama Islam.2 Berdasarkan data penduduk tahun 2025 Desa Aek 

Nabara Kecamatan Batang Natal penduduk dilihat dari pendidikan dapat 

dilihat dari tabel berikut 

Tabel IV. 3  

Jumlah Penduduk Dilihat dari Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 TK 35 

2 SD 180 

3 SMP 150 

4 SMA 175 

5 DI-DS 2 

6 S1 13 

 JUMLAH 555 

 

Sumber data di dapat di kantor kepala Desa Aek Nabara dari tabel 

di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Aek 

Nabra tidak bersekolah berjumlah 209 orang, Taman kanak-kanak 35 orang, 

SD berjumlah 180 orang, SMP/ sederajad berjumlah 150 orang, 

SMA/sederajat berjumlah 175 orang, D1- DS berjumlah 2 orang, dan lulus 

S1 berjumlah 13 orang.3 

 
2 Arsip Desa Aek Nabara 15 Januari 2025. 
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Berdasarkan data penduduk pada tahun 2025 di Desa Aek Nabara 

kecamatan batang natal penduduk dilihat dari mata pencarian dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel Tabel IV. 4 

 Jumlah Penduduk Dilihat dari Mata Pencaharian 

 

 

Sumber data didapat di kantor kepala desa Aek Nabara dari tabel di atas 

dapat dijelaskan bahwa penduduk di desa aek nabara memiliki mata 

Pencaharian yang sangat beragam yaitu petani 230 orang, buruh tani 10 orang, 

pedagang 15 orang, ASN  9 orang, TNI/POLRI 0 orang, dan Pensiunan 0 

orang.4 

B. Paparan Hasil Temuan 

 Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data mentah yang telah 

dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan 

observasi. Data ini menjadi landasan untuk analisis pada bab selanjutnya. 

 
4 Samsir Alam, Wawancara Kepala Desa (18 Juni  2025 Pukul 13.21 WIB).  

No Jenis pekerjaan  jumlah 

1 ASN 9 

2 TNI/POLRI - 

3 PETANI 230 

4 PEDAGANG 15 

5 BURUH TANI 10 

6 PENSIUNAN - 

 JUMLAH  264 
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Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terlibat langsung 

maupun tidak langsung dalam penanganan konflik rumah tangga di Desa Aek 

Nabara. Berikut adalah rangkuman temuan dari setiap informan. 

1. Wawancara dengan Kepala Desa Aek Nabara 

Bapak Samsir Alam, selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa kasus 

konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian menjadi perhatian 

serius bagi pemerintah desa. Menurutnya, faktor utama pemicu konflik 

adalah masalah ekonomi dan kehadiran pihak ketiga. 

"Di desa kita ini, kalau sudah urusan rumah tangga, seringnya karena 

ekonomi. Suami merantau, kiriman seret, mulailah ribut. Ada juga karena 

cemburu, main handphone, kenal orang lain. Pemerintah desa sebenarnya 

terbatas, kami tidak bisa masuk terlalu dalam ke urusan pribadi. Makanya, 

kalau ada masalah, kami sering sarankan untuk diselesaikan dulu secara adat 

melalui Hatobangon atau dengan alim ulama kampung, sebelum dibawa ke 

ranah hukum." (Wawancara dengan Bapak Samsir Alam, 18 juni 2025).5 

Kepala Desa juga mengonfirmasi bahwa pihak desa mencatat data 

perceraian yang dilaporkan secara resmi, namun ia meyakini jumlah "pisah 

ranjang" yang tidak tercatat secara resmi lebih banyak. 

2. Wawancara dengan Hatobangon 

Ompu Raja Rohman adalah seorang Hatobangon (tokoh adat/tetua) 

yang dihormati di Desa Aek Nabara. Beliau memandang konflik rumah 

tangga sebagai masalah yang mengganggu keharmonisan parsahutaon 

 
5 Samsir Alam, Wawancara dengan Kepala Desa (18 Juni  2025 Pukul 13.21 WIB). 
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(lingkungan bertetangga) dan dapat merusak harkat martabat (kehormatan) 

keluarga besar. 

"Pernikahan dalam adat kita itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi 

dua keluarga besar. Kalau mereka bercerai, yang malu bukan mereka saja, 

tapi seluruh keluarga. Tugas kami sebagai Hatobangon adalah 

mengingatkan kembali akan dalihan na tolu (falsafah hidup masyarakat 

Batak), bagaimana seharusnya posisi suami dan istri. Kami tidak 

menghakimi, kami menasihati dan mencari jalan tengah agar rumah tangga 

itu utuh kembali.".6 

Menurut beliau, proses mediasi adat lebih mengedepankan 

musyawarah, rasa malu, dan tanggung jawab moral dibandingkan proses 

hukum formal. 

3. Wawancara dengan Tokoh Agama 

Abu bakar, sebagai tokoh agama, menekankan bahwa perceraian 

adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun dihalalkan. Ia sering 

memberikan nasihat spiritual kepada pasangan yang berkonflik. 

"Saya selalu sampaikan, pernikahan itu mitsaqan ghalizhan, perjanjian yang 

agung. Jangan mudah mengucapkan kata cerai hanya karena emosi sesaat. 

Banyak yang datang ke saya, saya ajak untuk muhasabah, perbanyak 

istighfar dan salat. Seringkali masalahnya hanya kurangnya komunikasi dan 

pemahaman agama."7 

 
6 Rohman, Wawancara dengan Hatobangon (19 Juni  2025 Pukul 13.47 WIB). 

 
7 Abu Bakar, Wawancara dengan  Tokoh Agama ( 18 Juni  2025 Pukul 09.31 WIB). 
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4. Wawancara dengan Pasangan yang Berkonflik 

Untuk menjaga kerahasiaan, pasangan diidentifikasi dengan inisial. 

Pasangan A & B (Berhasil Didamaikan): Konflik dipicu oleh masalah 

keuangan dan campur tangan mertua. Mereka mengakui bahwa mediasi 

oleh Hatobangon berhasil karena mereka merasa didengarkan dan diberi 

nasihat yang menyentuh akar budaya dan keluarga. 

"Waktu dinasihati Ompu Raja, kami jadi teringat janji waktu menikah dulu 

di depan orang tua. Malu rasanya kalau harus berpisah cuma karena masalah 

ini. Akhirnya kami sepakat untuk saling memaafkan dan mencoba lagi." 

(Wawancara dengan Pasangan A & B, 23 Juni 2025). 

Pasangan R & S (Berujung Perceraian): Konflik disebabkan oleh 

perselingkuhan. Upaya mediasi oleh tokoh adat dan agama telah dilakukan, 

namun tidak berhasil karena salah satu pihak sudah tidak memiliki 

keinginan untuk rujuk. 

"Sudah dicoba didamaikan, tapi hati sudah terlalu sakit. Nasihat sudah kami 

dengar, tapi untuk kembali bersama rasanya sudah tidak mungkin. Kami 

memilih untuk berpisah secara baik-baik." (Wawancara dengan Pasangan R 

& S, 26 juni 2025).8 

 

 
8 Hasil Wawancara Dengan  Bapak Borgo dan Tahlina pada 26 Juni  2025 Pukul 10.21 

WIB. 



48 

 

 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Peran Hatobangon Dalam Memediasi Konflik Perceraian Di Desa Aek 

Nabara Kec. Batang Natal 

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian 

mengenai peran Hatobangon dalam mediasi konflik perceraian di Desa Aek 

Nabara. Pembahasan akan difokuskan pada implementasi peran, strategi 

mediasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

proses mediasi adat. 

Analisis Peran Hatobangon dalam Memediasi Konflik Perceraian 

a) Implementasi Fungsi Hatobangon Sebagai Mediator Dan Penasihat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hatobangon di Desa Aek 

Nabara tidak hanya berfungsi sebagai figur simbolis, tetapi secara aktif 

menjalankan perannya sebagai mediator dan penasihat dalam konflik rumah 

tangga. Peran ini berakar kuat pada legitimasi sosial dan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga adat. 

Sebagai mediator, Hatobangon memposisikan diri sebagai pihak 

ketiga yang netral dan tidak memihak. Tujuannya bukan untuk menentukan 

siapa yang salah atau benar (seperti hakim di pengadilan formal), melainkan 

untuk memfasilitasi dialog dan mencari titik temu (paturehon). Mereka 

menciptakan ruang yang aman bagi pasangan untuk mengungkapkan 

masalahnya di hadapan keluarga besar.9 

 
9 Kaner, Wawancara dengan Ahtobangon  (20 Juni  2025 Pukul 08.21 WIB). 
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Sebagai penasihat, peran Hatobangon melampaui fungsi mediasi 

modern. Mereka adalah penjaga nilai-nilai luhur (poda) dan falsafah hidup 

masyarakat Batak Mandailing, terutama Dalihan Na Tolu. Nasihat yang 

diberikan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menyentuh aspek moral, 

spiritual, dan tanggung jawab sosial. Mereka mengingatkan pasangan akan 

padan (janji pernikahan) yang tidak hanya dibuat antara dua individu, tetapi 

juga antara dua keluarga besar. 

Implementasi kedua fungsi ini menjadikan mediasi adat sebagai 

proses yang holistik, yang menyasar tidak hanya pada penyelesaian masalah 

praktis, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan peneguhan kembali 

komitmen pernikahan. 

a) Langkah-langkah dan Strategi Mediasi yang Diterapkan 

Strategi mediasi yang diterapkan oleh Hatobangon bersifat 

sistematis dan sarat akan kearifan lokal. Proses ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Identifikasi Akar Masalah (Mangaririt): Tahap awal di mana Hatobangon 

secara personal mendekati kedua belah pihak untuk memahami inti 

permasalahan. Strategi ini efektif untuk meredakan ketegangan awal dan 

membangun kepercayaan. 

2) Musyawarah Keluarga Besar: Ini adalah strategi inti. Dengan melibatkan 

struktur Dalihan Na Tolu (mora, kahanggi, anak boru), konflik diangkat 

dari level privat ke level komunal. Strategi ini memiliki beberapa tujuan: 
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3) Tekanan Sosial Positif: Kehadiran keluarga besar menciptakan "rasa 

malu" (siri) pada pasangan jika tetap bersikeras untuk bercerai karena 

alasan yang dianggap tidak fundamental. 

4) Tanggung Jawab Kolektif: Keluarga besar ikut bertanggung jawab 

memberikan solusi dan nasihat, sehingga beban tidak hanya ditanggung 

oleh pasangan. 

5) Penguatan Norma: Proses ini sekaligus menjadi ajang peneguhan kembali 

nilai-nilai adat dan agama di hadapan generasi yang lebih muda. 

6) Pendekatan Persuasif dan Emosional: Hatobangon menggunakan bahasa 

adat yang penuh dengan petitih (umpasa) dan nasihat (poda) yang 

bertujuan menyentuh hati nurani pasangan. Mereka diajak untuk 

melakukan introspeksi (muhasabah) dan mengingat kembali tujuan awal 

pernikahan serta dampak perceraian bagi anak-anak dan kehormatan 

keluarga (hagabeon).10 

b) Analisis Keberhasilan Mediasi dalam 6 Kasus yang Dicegah 

Berdasarkan data, terdapat 6 kasus konflik rumah tangga yang 

berhasil didamaikan dan tidak berlanjut ke perceraian. Keberhasilan ini 

dapat dianalisis berdasarkan beberapa faktor kunci: 

Sifat Konflik: Sebagian besar kasus yang berhasil dimediasi berasal 

dari konflik eksternal seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman 

komunikasi, dan campur tangan mertua. Konflik jenis ini belum merusak 

 
10 Hasil Wawancara Dengan  Bapak Rohman Dan Abu Bakar  pada 20 Juni  2025 Pukul  

09.21 WIB. 



51 

 

 

 

kepercayaan fundamental antara suami dan istri, sehingga masih ada ruang 

untuk kompromi. 

Efektivitas Intervensi Keluarga: Keterlibatan aktif keluarga dalam 

proses musyawarah terbukti sangat efektif. Pasangan merasa didukung dan 

sekaligus "terkoreksi" oleh nasihat dari orang-orang yang mereka hormati. 

Keterbukaan Pasangan: Keberhasilan mediasi sangat bergantung 

pada kemauan kedua belah pihak untuk membuka diri, mendengarkan, dan 

pada akhirnya berkompromi. Dalam 6 kasus ini, pasangan masih memiliki 

niat baik untuk mempertahankan rumah tangganya. 

Wibawa Hatobangon: Figur Hatobangon yang dihormati dan 

disegani menjadi modal sosial yang penting. Nasihat dan keputusan mereka 

cenderung lebih dipatuhi oleh masyarakat. 

c) Faktor Penyebab Kegagalan dalam 5 Kasus yang Berlanjut ke Pengadilan 

Di sisi lain, terdapat 5 kasus yang mediasinya gagal atau bahkan 

tidak melibatkan Hatobangon sama sekali dan langsung berlanjut ke 

Pengadilan Agama. Faktor-faktor penyebabnya adalah: 

Konflik Fundamental yang Merusak Kepercayaan: Penyebab utama 

kegagalan adalah jenis konflik yang sudah menghancurkan pilar utama 

pernikahan, seperti perselingkuhan (KDRT berulang) dan kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT). Dalam situasi ini, salah satu pihak (biasanya 

korban) sudah mengalami luka batin yang mendalam ("hati sudah terlalu 

sakit") sehingga nasihat dan tekanan sosial tidak lagi efektif. 
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Keinginan Cerai yang Final: Ketika salah satu atau kedua pihak 

sudah memiliki keputusan bulat untuk bercerai, proses mediasi adat hanya 

dianggap sebagai formalitas. Mereka datang bukan untuk mencari solusi, 

melainkan untuk mencari justifikasi atas keputusan mereka.11 

Pergeseran Nilai dan Urbanisasi: Sebagian kecil pasangan, terutama 

yang lebih muda atau sering terpapar budaya urban, mulai menganggap 

masalah rumah tangga sebagai ranah privat. Mereka merasa tidak nyaman 

jika konflik mereka menjadi konsumsi keluarga besar dan lebih memilih 

penyelesaian melalui jalur hukum formal yang dianggap lebih menjamin 

privasi. 

Ketidakpercayaan pada Proses Adat: Ada kalanya salah satu pihak 

merasa bahwa mediasi adat akan cenderung bias atau lebih menguntungkan 

pihak lain (misalnya, karena hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan 

Hatobangon). Hal ini mendorong mereka untuk langsung mencari keadilan 

di pengadilan yang dianggap lebih imparsial. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa 

Hatobangon memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam menjaga 

keutuhan rumah tangga di Desa Aek Nabara. Namun, efektivitas peran 

mereka sangat dibatasi oleh jenis konflik dan tingkat komitmen internal dari 

pasangan yang bersangkutan. 

 
11 Hasil Wawancara Dengan  Bapak Borgo dan Tahlina pada 23Juni  2025 Pukul 10.21 

WIB. 
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2. Pandangan Hukum Islam dalam peran Hatobangon dalam memediasi 

konflik perceraian di desa Aek Nabara Kec. Batang Natal 

a) Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Mediasi Hatobangon 

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang 

banyak diterapkan dalam berbagai konteks hukum, termasuk dalam 

hukum keluarga Islam. Salah satu bentuk mediasi yang berkembang di 

masyarakat adat di Indonesia adalah mediasi Hatobangon. Mediasi ini 

dikenal dalam konteks masyarakat Batak, khususnya dalam 

menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk masalah perkawinan. Dalam 

kajian ini, akan dianalisis pandangan hukum Islam terhadap peran 

mediasi Hatobangon, kesesuaiannya dengan konsep hakam atau juru 

damai dalam Hukum Keluarga Islam, serta nasihat-nasihat moral yang 

diberikan dalam mediasi tersebut. 

b) Kesesuaian Peran Mediasi Hatobangon dengan Konsep Hakam dalam 

Hukum Keluarga Islam 

Dalam hukum keluarga Islam, hakam (juru damai) adalah pihak 

yang berperan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara suami 

dan istri. Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari peran hakam adalah untuk 

mencapai perdamaian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Konsep hakam 

ini tercantum dalam QS. An-Nisa' (4:35) yang berbunyi: 

نْ اهَْلِهَا نْ اهَْلِهٖ وَحَكَمًا م ِ    وَانِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا فَابْعثَوُْا حَكَمًا م ِ

ُ بيَْ  َ كَانَ عَلِيْمًا خَبيِْرًاانِْ يُّرِيْدآَ اصِْلََحًا يُّوَف ِقِ اللّٰه نهَُمَا ۗ انَِّ اللّٰه    
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“Jika kalian khawatirkan adanya perselisihan antara keduanya (suami-

istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang 

hakam dari keluarga istri. Jika keduanya bermaksud untuk mendamaikan, 

Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”12 

Dalam konteks mediasi Hatobangon, peran juru damai atau hakam 

yang diambil oleh keluarga atau pihak ketiga yang dihormati di masyarakat 

sangat sejalan dengan ajaran Islam. Hatobangon sendiri merupakan 

pertemuan antara pihak keluarga suami dan istri yang bertujuan untuk 

menyelesaikan konflik. Jadi, mediasi Hatobangon mengadopsi prinsip 

hakam Islam, di mana keluarga kedua belah pihak berusaha mencari solusi 

terbaik demi menjaga keutuhan rumah tangga. 

Namun, dalam pelaksanaannya, perlu diingat bahwa prinsip-prinsip 

Islam seperti keadilan, musyawarah, dan rahmah (kasih sayang) harus tetap 

menjadi dasar dalam setiap langkah mediasi. Hakam dalam Islam bukan 

hanya seorang mediator, tetapi juga harus berperan sebagai pihak yang adil, 

bijaksana, dan memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. 

c) Analisis Nasihat Moral dalam Mediasi Hatobangon dari Perspektif Ajaran 

Islam tentang Keutuhan Rumah Tangga. 

Nasihat moral yang diberikan dalam mediasi Hatobangon sangat 

penting untuk mengingatkan kedua belah pihak tentang tujuan pernikahan, 

yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Hukum Keluarga Islam, 

 
12 Qur’an Surah Annisa Ayat 35. 
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pernikahan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya menghubungkan dua 

individu, tetapi juga sebagai jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan 

bersama. QS. Ar-Rum (30:21) menyebutkan: 

ا الِيَْهَا وَجَعَلَ  نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُْٖٓ  وَمِنْ اٰيٰتِهٖٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِ

رَحْمَةً اِۗنَّ  وَدَّةً وَّ يٰتٍ ل ِقوَْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  بيَْنكَُمْ مَّ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ  

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan 

untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa 

tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang 

dan rasa belas kasihan."13 

Nasihat dalam mediasi Hatobangon biasanya mengingatkan para 

pihak untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Ini 

selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya 

kesabaran, pengertian, dan toleransi dalam mengelola hubungan suami-istri. 

Selain itu, dalam Hukum Keluarga Islam, konflik dalam rumah 

tangga tidak seharusnya diselesaikan dengan cara yang merusak, baik secara 

fisik maupun psikologis. Sebaliknya, Islam mengajarkan penyelesaian 

masalah melalui perundingan, perdamaian, dan dengan mengedepankan 

nilai-nilai ukhuwah. Oleh karena itu, nasihat moral dalam Hatobangon 

harus mengarah pada perbaikan hubungan, penguatan ikatan kasih sayang, 

dan menjaga martabat kedua belah pihak. 

 
13 Quran Surah Ar-Rumayat 21. 
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d) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Perkawinan di 

Luar Pengadilan melalui Lembaga Adat 

Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian sengketa perkawinan 

melalui lembaga adat seperti Hatobangon adalah alternatif yang sah, selama 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam memberikan 

kelonggaran bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah di luar jalur 

pengadilan asalkan hasilnya adil dan mengarah pada penyelesaian yang 

baik. 

Menurut prinsip sunnah dan ijma' ulama, penyelesaian sengketa 

perkawinan bisa dilakukan melalui mediasi atau musyawarah. Imam al-

Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum al-Din menekankan pentingnya 

musyawarah dalam mengatasi masalah keluarga, dan bahwa peran ketiga 

pihak (hakam) dalam menyelesaikan masalah harus bertujuan untuk 

kebaikan dan kedamaian kedua belah pihak. 

Sebagai tambahan, komitmen dalam menjaga keberlanjutan rumah 

tangga merupakan hal yang sangat dihargai dalam Islam, sehingga apabila 

lembaga adat seperti Hatobangon dapat membawa penyelesaian yang lebih 

mendekatkan pasangan kepada perdamaian, maka hal ini dapat diterima 

dalam kerangka hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariat. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan sumber-sumber yang disajikan mengenai "Peran 

Hatobangon dalam Memediasi Konflik Perceraian di Desa Aek Nabara 
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Kecamatan Batang Natal," keterbatasan penelitian dapat diidentifikasi terutama 

dari ruang lingkup, jenis data, dan metodologi yang digunakan: 

1. Fokus Lokasi yang Terbatas (Studi Kasus Tunggal): Penelitian ini 

merupakan studi kasus (case study) yang secara spesifik berfokus pada 

analisis peran Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian hanya di 

Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal. Keterbatasan ini berarti temuan, 

strategi mediasi, dan faktor keberhasilan/kegagalan yang didapatkan 

mungkin sangat spesifik dan tidak serta-merta dapat digeneralisasi untuk 

seluruh peran Hatobangon di komunitas Mandailing atau Angkola lain yang 

memiliki konteks adat dan sosial yang berbeda.  

2. Jangka Waktu Data yang Relatif Singkat: Data kasus perceraian yang 

menjadi objek penelitian sebagai data awal (survei) hanya mencakup 

rentang waktu mulai tahun 2020 hingga 2024. Meskipun data ini 

memberikan gambaran terkini, cakupan waktu yang relatif singkat (5 tahun) 

membatasi kemampuan peneliti untuk menganalisis tren atau perubahan 

peran Hatobangon dalam jangka waktu yang lebih panjang atau historis. 

3. Keterbatasan Data Konflik yang Tidak Diselesaikan Adat: Penelitian 

mencatat bahwa terdapat pasangan suami istri yang bermasalah dan tidak 

meminta untuk diselesaikan oleh Hatobangon dan memilih pengadilan 

sebagai lembaga penyelesaian masalah. Keterbatasan ini terletak pada 

kurangnya pendalaman data mengenai alasan spesifik pasangan-pasangan 

tersebut (yang memilih jalur formal) menolak atau tidak melibatkan 
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Hatobangon, yang mana informasi ini krusial untuk menganalisis 

pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat. 

4. Metode Kualitatif dan Subjektivitas Data Primer: Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan (field 

research). Meskipun metode ini unggul dalam memahami fenomena dari 

sudut pandang partisipan, data primer sebagian besar diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Hatobangon, Tokoh Agama, 

dan Pasangan yang Berkonflik. Keterbatasan yang mungkin timbul adalah 

potensi subjektivitas dalam interpretasi data oleh informan dan peneliti, 

meskipun telah digunakan teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan 

data. 

5. Batasan Istilah yang Tidak Meliputi Semua Aspek Konflik: Meskipun 

penelitian mendefinisikan "Perceraian" secara jelas fokus masalahnya 

terbatas pada peran Hatobangon dalam memediasi konflik yang berujung 

perceraian. Keterbatasan ini menyiratkan bahwa penelitian mungkin kurang 

mendalami secara komprehensif konflik-konflik rumah tangga yang 

berhasil diatasi oleh keluarga atau individu sendiri tanpa intervensi 

Hatobangon, atau bagaimana Hatobangon menghadapi jenis sengketa lain 

selain yang sudah dicontohkan dalam studi kasus. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran 

Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian di Desa Aek Nabara 

Kecamatan Batang Natal, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Hatobangon dalam memediasi konflik perceraian di Desa Aek 

Nabara meliputi fungsi sebagai mediator dan penasihat adat yang aktif 

dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hatobangon menjalankan 

mediasi dengan langkah- langkah sistematis, yaitu: 

a. Menghimpun informasi (mangaririt) dari suami dan istri secara terpisah 

untuk mengetahui sebab persengketaan dan hasrat mereka untuk 

melanjutkan perkawinan.  

b. Mengkonfirmasi pokok masalah dalam pertemuan bersama untuk 

meyakinkan pasangan bahwa masalah dapat diselesaikan. 

c. Memberikan nasihat moral dan spiritual mengenai kerugian (mudharat) 

yang akan timbul akibat perceraian, serta menyinggung buah hati (anak) 

untuk mengetuk pintu hati mereka. 

d. Melakukan perdamaian dengan melibatkan orang tua dan anak 

(keluarga besar), yang berfungsi menciptakan tekanan sosial positif 

("rasa malu") dan memperkuat komitmen pernikahan.  
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Keberhasilan mediasi Hatobangon terlihat dalam 6 kasus yang berhasil 

dicegah dari perceraian, terutama pada konflik yang bersifat eksternal 

seperti masalah ekonomi dan komunikasi. Namun, peran ini memiliki 

keterbatasan pada kasus-kasus konflik fundamental seperti perselingkuhan 

atau KDRT, di mana 5 kasus lainnya gagal dimediasi dan berlanjut ke 

pengadilan. 

2. Pandangan Hukum Islam terhadap peran Hatobangon dalam memediasi 

konflik perceraian menunjukkan kesesuaian dengan konsep hakam (juru 

damai) dalam Hukum Keluarga Islam. Proses mediasi Hatobangon sejalan 

dengan prinsip musyawarah dan perdamaian sebagaimana dianjurkan dalam 

Al-Qur’an (QS. An-Nisa’: 35) di mana seorang perwakilan dari keluarga 

suami dan seorang dari keluarga istri diutus untuk mencari perdamaian 

(iṣlāḥ). Nasihat moral yang diberikan dalam mediasi Hatobangon juga 

selaras dengan ajaran Islam tentang keutuhan rumah tangga (sakinah, 

mawaddah, rahmah) yang selaras dengan tujuan syariat. Dengan demikian, 

penyelesaian sengketa perceraian melalui lembaga adat Hatobangon dapat 

diterima dalam perspektif Hukum Islam selama tidak bertentangan dengan 

prinsip syariat dan mengutamakan keadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat: 
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Perlu meningkatkan sinergi antara pemerintah desa, Hatobangon, dan tokoh 

agama dalam menangani konflik rumah tangga. Disarankan untuk 

mengadakan pelatihan mediasi berbasis adat dan agama bagi para 

Hatobangon agar lebih efektif dalam menangani berbagai jenis konflik, 

termasuk konflik fundamental seperti perselingkuhan dan KDRT. 

2. Bagi Masyarakat: 

Masyarakat diharapkan lebih menghargai dan memanfaatkan peran 

Hatobangon sebagai lembaga mediasi adat sebelum mengajukan perceraian 

ke pengadilan. Selain itu, keluarga besar disarankan untuk aktif mendukung 

proses mediasi dengan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan agama. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya: 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan studi komparatif tentang 

efektivitas mediasi adat Hatobangon dibandingkan dengan mediasi formal 

di pengadilan, atau penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk 

mengukur tingkat keberhasilan mediasi adat dalam mencegah perceraian di 

berbagai desa adat Mandailing. 
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2. Tempat/Tgl. Lahir : Aek Nabara, 08 Februari 2002 

3. Agama   : Islam  

4. Jenis kelamin : Laku-Laki 

5. Alamat  : Aek Nabara Kecamatan Batang Natal  

  Kabupaten  Mandailing Natal 

                                 

6. No. Hp  : 0831-4424-5522 

 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. SDN. 268 Aek Nabara (2009-2014) 

2. SMPN. 2 Batang Natal (2015-2018) 

3. MAN 5 Mandailing Natal (2018-2021) 

4. S1 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2021-2025) 

 

III. DATA KELUARGA 

1. Nama Ayah   : Kayamuddin  

2. Nama Ibu  : Siti Amroh  

 

 

 


